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BUPATI MIMIRA
PROVINSI PAPUA TENGAII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR    2    TAHUN  2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

Menimbang   : a.     bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  320  ayat  (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Kepala Daerah  menyampaikan  Rancangan  Peraturan  Daerah
tentang       Pertanggungjawaban       Pelaksanaan       Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  kepada  Dewan  Perwakilan
Rakyat   Daerah   dengan   dilampiri   Laporan   Keuangan  yang
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat
6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b.     bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud
huruf   a,    perlu   menetapkan   Peraturan   Daerah    tentang
Pertanggung).awaban  Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022.

Mengingat     :  I.     Pasal  18  ayat  (6)  Undang  -Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun  1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara  yang  Bersih   dan   Bebas   dari   Korupsi,   Kolusi   dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1999
Nomor 75,   Tambahan Ifmbaran Negara   Republik Indonesia
Nomor   3851);sebagaimana   telah   diubah   dengan   Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Undang  -  Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi
Pemberantasan   Tindak   Pidana   Korupsi   (Lembaran   Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2019   Nomor    197,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
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3.     Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan
Propinsi   lrian   Jaya   Tengah,   Propinsi   lrian   Jaya   Barat,
Kabupaten  Paniai,   Kabupaten  Mimika,   Puncak  Jaya,  Kota
Sorong  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1999
Nomor  173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3894);

4.     Undalig -Undang  Nomor    21  Tahun  2001  tentang  Otonomi
Khusus   bagi   Provinsi   Papua   (I,embaran   Negara   Republik
Indonesia   Tahun   2001   Nomor   135,   Talnbahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4151)  sebagaimana  telah
diubah beberapa kali terahldr dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua   (Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2021
Nomor  155,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 6697);

5.     Undang-Undang  Nomor   17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003
Nomor 47,  Tambahan Lembaran Negara   Republik Indonesia
Nomor 4286);

6.     Undarig-Undang       Nomor       1       Tahun       2004       tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

7.     Undang-Undang Nomor  15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung).awab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

8.     Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem
Perencanaan    Pembangunan    Nasional    (Lembaran    Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2004   Nomor    104,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

9.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004
Nomor  23,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor   5587),    sebagaimana   telah   diubah   beberapa   kali
terakhir   dengan   Undang-Undang   Nomor   11   Tahun   2020
tentang  Cipta  Kelja   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun    2020    Nomor   245,    Tambahan    Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6573) ;
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10.   Undang-Undang  Nomor   1   Tahun  2022   tentang  Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2022  Nomor  4,
Tambahan       I.embaran       Negara       Republik       Indonesia
Nomor 6757);

11.   Undang-Undang Nomor  15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah  (Irembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Irembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6804) ;

12.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    23    Tahun    2005    tentang
Pengelolaan   Keuangan   Badan   Layanan   Umum   (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran     Negara     Republik     Indonesia     Nomor     4502),
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Pemerintah
Nomor  74  Tahun  2012  tentang  Perubahan  atas  Peraturan
Pemerintah   Nomor   23   Tahun   2005   tentang   Pengelolaan
Keuangan 13adan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia   Tahun   2012   Nomor   171,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia. Nomor 5340) ;

13.   Pera.turan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  tentang  Dana
Perimbangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2005   Nomor   137,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 4575) ;

14.   Peraturan Pemerintah Nomor  56 Tahun  2005  tentang  Sistem
lnformasi   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia   Tahun   2005   Nomor   138,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia   Nomor 4576),  sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan   Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang   Perubahan   atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor   56
Tahun   2005   tentang   Sistem   lnformasi   Keuangan   Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor
110,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Nomor 5155);

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinelja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik    Indonesia   Tahun   2006    Nomor    25,    Tambahan
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4614);

16.   Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi     Pemerintahan     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia   Tahun   2010   Nomor   123,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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17.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012    Nomor    5,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 5272);

18.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    18    Tahun    2016    tentang
Perangkat   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor   114   Tahun   2016,   Tambahan   Lembaran   Republik
Indonesia Nomor 5887);

19.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2017    tentang
Pembinaan   dan   Pengawasan   Penyelenggaraan   Pemerintah
Daerah  (Irembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017
Nomor  73,  Tambahan  Irembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6041);

20.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Hak
Keuangan  dan  Administratif  Pimpinan  dan  Anggota  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Negara
Indonesia   Tahun   2017   Nomor   106,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;

21.   Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan   Minimal   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

22.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2019   Nomor   42,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23.   Peraturan Pemerintah Nomor  13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323) ;

24.   Peraturan   Pemerintah    Nomor    106   Tahun   2021    tentang
Kewenangan    dan    Kelembagaan    Pelaksanaan    Kebijakan
Otonomi  Khusus  Provinsi  Papua  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia  Tahun   2021   Nomor   238,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730) ;

25.   Peraturan   Pemerintah   Nomor    107   Tahun   2021    tentang
Penerimaan,  Pengelolaan,  Pengawasan,  dan  Rencana  Induk
Percepatan    Pembangunan    Dalaln    Rangka    Pelaksanaan
Otonomi Khusus  Provinsi Papua (Lembaran  Negara Republik
Indonesia   Tahun   2021   Nomor   239,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6731) ;
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26.   Peraturan Presiden Nomor  16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa    Pemerintahan    (I.embaran    Negara    Republik
Indonesia   Tahun   2018   Nomor   33),   sebagaimana   diubah
dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021  tentang
Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018
tentang    Pengadaan    Barang/Jasa    Pemerintah    (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) ;

27.   Peraturan Presiden Nomor  17 Tahun 2019 tentang Pengadaan
Barang/LJasa. Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan
di   Propinsi   Papua   dan   Papua   Barat   (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);

28.   Keputusan    Presiden     Nomor    68    Tahun    2002     tentang
Tunjangan Khusus Propinsi Papua;

29.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   21   Tahun   2007
tentang   Pengelompokan    Kemampuan    Keuangan    Daerah,
Penganggaran  dan  Pertanggunedawaban  Penggunaan  Belanja
Penunjang  Operasional  Pimpinan  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi
lntensif dan Dana Operasional;

30.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   64   Tahun   2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Aknial   pada   Pemerintah   Daerah   (Berita   Negara   Republik
Indonesia   Tahun   2013   Nomor    1425);   sebagaimana   telah
diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  90
Tahun  2019  tentang Klasifikasi,  Kodefkasi dan Nomenklatur
Perencanaan   Pembangunari   dan   Keuangan   Da.erah   (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   80   Tahun   2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah  (Berita Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  2036);  sebagaimana
telah diubah  dengan Peraturan  Menteri  Dalarn  Negeri Nomor
120  Tahun  2018  tentang Perubahan Atas  Peraturan  Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  80  tahun  2015  tentang  Pembentukan
Produk  Hukum  Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2018 Nomor  157);

32.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   19   Tahun   2016
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

33.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   11   Tahun   2017
tentang   Pedoman   Evaluasi   Rancangan   Peraturan   Daerah
tentang       Pertanggungjawaban       Pelaksanaan       Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  dan  Rancangan  Peraturan
Kepala    Daerah    tentang    Penjabaran    Pertanggungjawaban
Pelaksanaan   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
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34.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   62   Tahun   2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan  Pertanggungjawaban  Dana  Operasional  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

35.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   36   Tahun   2018
tentang   Tata    Cara    Penghitungan,    Penganggaran    Dalam
Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah,    dan   Tertib
Administrasi      Pengajuan,       Penyaluran,       dan      Iraporan
Pertanggungjawaban  Penggunaan  Bantuan  Keuangan  Partal
Politik    (Berita    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2018
Nomor 630);

36.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   90   Tahun   2019
tentang Klasifikasi,  Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

37.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   77   Tahun   2020
tentang   Pedoman   Teknis    Pengelolaan   Keuangan   Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

38.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   27   Tahun   2021
tentang   Pedoman   Penyusunan   Anggaran   Pendapatan   dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

39.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika Nomor  16  Tahun  2010
Tentang   Bea   Perolehan   Hak   Atas   Tanah   dan   Bangunan
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 16 );

40.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  4  Tahun  2011
Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 4);

41.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  1  Tahun  2022
tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun
Anggaran 2022  (I.embaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun
2022  Nomor  1,  Noreg  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika,
Propinsi Papua:  1/2022);

42.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  3  Tahun  2022
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022  (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun  2022  Nomor  3,  Noreg  Peraturan  Daerah  Kabupaten
Mimika, Propinsi Papua: 3/2022);
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43.   Keputusan  Gubemur  Papua  Tengah  Nomor  065-122  Tahun
2023  Tanggal 24  Agustus  2023  tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan        Daerah        Kabupaten        Mimika        tentang
Pertanggung]+awaban Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja   Daerah   Tahun   Anggaran   2022   dan   Rancangan
Peraturan        Bupati        Mimika        tentang        Penj abaran
Pertangggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIRA

Dan
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    :    PERATURAN    DAERAH    TENTANG    PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN     ANGGARAN     PENDAPATAN     DAN     BELANJA
DAERAII KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2022

BABI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 1

e

(1)    Pertanggungjawaban    pelaksanaan    APBD     berupa    Laporan    Keuangan
memuat:
a.   Laporan Realisasi Anggaran;
b.   Neraca;
c.   LaporanA"s Kas;
d.   Laporan operasional;
e.   Laporan perubahan saldo Anggaran Lebih;
f.    Laporan perubahan Ekuitas; dan
9.   Catatan atas Laporan Keuangan.

(2)    Laporan  Keuangan  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  dilampiri  dengan
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan  Realisasi  Anggaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   1   ayat  (1)
huruf a pada Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :
a.     Pendapatan
b.      Belanja

Suxplus / (Defisit)
d.     Pembiayaan

- Penerimaan Pembiayaan
- Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Netto

:    Rp5.392.024.388.604,61
Rp4.425.055.865.198,47

:    Rp    966.968.523.406,14

Rp319.761.744.197,57
RD     4.000.OcO.000.00
Rp315.761.744.197,57
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Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  tahun  berkenaan  (SiLPA)  Tahun  2022
adalah sebesar Rpl .282.730.267.603,71.

Pasal 3

Uraian  Laporan  Realisasi  Anggaran   sebagaimana  dimaksud   dalam  Pasal  2,
adalah sebagai berikut :
1.     Selisih         anggaran         dengan         realisasi         pendapatan         sebesar

Rp724.457.635.704,61 dengan rincian sebagal berikut :
a.   Anggaran pendapatan setelah perubahan    :   Rp4.667.566.752.900,OO
b.    Realisasi                                                                       :    Rp5.392.024.388.604,61

Selisih lebih/(kurang)                                           :   Rp    724.457.635.704,61

2.      Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp558.537.631.898,53)

®

e

dengan rincian sebagai berikut :
a.   Anggaran belanja setelah perubahan
b.   Realisasi

Sehsih lebih/ (kurang)

Rp4.983.328.497.097,OO
RD4.425.055.865.198.47

pup   558.272.631.898,53)

3.      Selisih anggaran dengan realisasi surplus sebesar (Rpl.282.730.267.603,14)
dengan rincian sebagai berikut :
a.    Anggaran surplus setelah perubahan
b.   Realisasi

Selisih lebih/ (kurang)

4.

(Rp   315.761.744.197,00)
966.968.523.406

Rp 1 .282.730.267.603,14

Selisih    anggaran    dengan    realisasi    penerimaan    pembiayaan    sebesar
RpO,57 dengan rincian sebagai berikut :
a.    Anggaran  setelah perubahan
b.   Realisasi

Selisih lebih/ (kurang)

Rp319.761.744.197,OO
319. 761.744.197

Rp                              0,57

5.     Selisih    anggaran    dengan    realisasi    pengeluaran    pembiayaan    sebesar
RpO,00 dengan rincian sebagai berikut :
a.   Anggaran setelah perubahan
b.   Realisasi

Selisih lebih/ (kurang)

Rp4.OcO.OcO.OcO,00
RD4.000.coo.000.00
Rp                          0,00

6.     Selisih  anggaran  dengan  realisasi  sisa  lebih  pembiayaan  anggaran  tahun
berkenaan  (SiLPA)  sebesar Rpl.282.730.267.603,71  dengan rincian sebagal
berikut :
a.    Anggaran belanja setelah perubahan
b.   Realisasi

Selisih lebih/ (kurang)

Rp                                     O,cO
Rini.282.730.267.603.71
Rpl.282.730.267.603,71

Pasal 4

Neraca  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  1  huruf b  per  31  Desember Tahun
2022, sebagai berikut :
a.     JumlahAset
b.     LJumlah Kewajiban
c.     Jumlah Ekuitas Dana

Rp9.748.466.786.035,51
Rp    157.714.452.393,00
Rp9.590.752.333.642,52
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Pasal 5

Laporan Arus  Kas  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  1  huruf c untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, sebagai berikut :
Saldo Kas Awal per 1 Januari 2022
a.     Aktivitas operasi
b.     Aktivitas lnvestasi
c.      Aktivitas pembiayaan
d.     Aktivitas Transitoris
Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2022

Pasal 6

Rp
Rp2.367.326.544.501,30

:   (Rpl.404.358.021.095,16)
Rp                                   0,00)

:   (Rp              721.240.729,00)
:    Rpl.282.730.434.624,71

Iraporan Operasional sebagalmana dinaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahuri
yang beralchir sampal dengan 31 Desember 2022, sebagai berikut :
a.     Pendapatan operasional                                             :     Rp6.371.903.832.838,51
b.     Beban operasional                                                          :     Rp3.225.601.159.268,25

®       c.     PosLuarBiasa                                                                :    RD         1.567.872.000.col
Surplus Laporan operasional                                          Rp3.144.734.801.570,26

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan
sebagai berikut:
a,      Saldo Anggaran lrebih Awal
b.     Penggunaan SAL sebagai penerimaan

Pembiayaan Tahun Berialan
c.      Sisa Lebih/Kurang pembiayan Anggaran

tahun berjalan (SiLPA/ SiKPA)
d.     Koreksi Kesalahan pembukuan

Tahun Sebelumnya
e.     Inn -lain
f.       Saldo Anggaran Lebih Akhir

Pasal 8

31  Desember Tahun  2022,

Rp    319.761.744.197,57
Rp    319.761.744.197,57

:    Rpl.282.730.267.603,71

:    Rp                                    0,00

Rp                                 0,00
Rpl.282.730.267.603,71

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut :
a.      Ekuitas Awal
b.     Ekuitas
c.      Surplus/Defisit -LO
d.    Dampak Kumulatif perubahan

Kebij akan / Kesalahan Mendasar
-Koreksi Nilai persediaan
-   Selisih Revaluasi Aset Tetap

Koreksi Kewajibanan
Koreksi Penyusutan Aset Tetap

f.    Ekuitas Akhir

:    Rp6.461.049.019.841,26
Rp

:    Rp3.144.734.801.570,26

:    Rp      (15.031.487.769,00)
:    Rp                                    0,00
:    Rp               (54.000.000,00)
:    Rp                 (14.219.136,00)
:    Rp      (14.963.268.632,00)
:    Rp9.590.752.333.642,52
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Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagainana dimaksud dalam Pasal  1  huruf g
Tahun   Anggaran   2022   memuat   informasi   baik   secara   kuantitatif  maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10
Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  I
ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.   Lampiran I
Lampiran I,I

Lampiran I.2

Lampiran I.3

Irampiran I.4

b.   Lampiran Il
c.   Lanpiran Ill
d.   Lampiran lv
e.   Lampiranv
f.    Lampiran vI
9.    hampiran VII
h.   Lampiran VIII
i.    Irampiran Ix
j.    Lanpiranx

k.   Irampiran xI
1.    LanpiranxII

in.  Lampiran XIII
n.   Lampiran XIV
o.   Lampiran xv
p.  hampiran "
q.   Lampiran XVII
r.   Lampiran "II
s.    Lampiran XIX

t.    Lampiranxx

Lanpiran X. 1 :

hampiran X.2 :

:   Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas :
:   Ringkasan  Iraporan  Realisasi  Anggaran  menurut  urusan

pemerintahan daerah dan organisasi;
:   Rincian    Laporan   Realisasi   Anggaran   menurut   urusan

pemerintahan  daerah,  organisasi,  pendapatan  belanja dan
pembiayaan;

:   Rekapitulasi  Realisasi  Anggaran  belanja  daerah  menurut
urusan   pemerintahan   daerah,   organisasi,   program   dan
kegiatan;

:   Rekapitulasi   Realisasi   Anggaran   Belanja   Daerah   untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

:  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
:  Laporan Operasional;
:  Laporan Perubahan Ekuitas;
:  Neraca;
:  Laporan Arus Kas;
:  Catatan Atas Laporan Keuangan;
:  Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
:  Daftar  Rekapitulasi  Dana  Bergulir  dan  Penyisihan  Dana

Bergulir;
:  Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
:  Daftar       Rekapitulasi       Realisasi       Penambahan       dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;
: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
:  Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
:  Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
:  Daftar Dana Cadangan Daerah;
:  Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
:  Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
:  Daftar  kegiatan-kegiatan  yang  belum  diselesaikan  sampai

akhir  tahun   anggaran   dan  dianggarkan   kembali  dalam
tahun anggaran berikutnya; dan

:  Ikhtisar      Laporan      Keuangan      Badan      Usaha      Milik
Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
Ikhtisar  Laporan   Keuangan   (neraca)   Badan   Usaha  Milik
D aerah / Perusahaan Daerah.
Ikhtisar laporan keuangan  (1aporan lab/rugi)  Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahan Daerah.
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Pasal  1 1

Lampiran  Laporan  Keuangan  sebagaimana  dimaksud  dalaln  Pasal  1  Ayat  (2)
adalah  lkhtisar  Laporan   Keuangan   Badan  Usaha  Milik  Daerah/Perusahaan
Daerah sebagaimana. tercantum dalam lampiran Pera.turan Daerah ini.

Pasal  12

Bupati      Mimika     menetapkan      Peraturan     Bupati     tentang     penjabaran
pertanggungjawaban   pelaksanaan   APBD   sebagai   rincian   lebih   lanjut   dari
pertanggung). awaban pelaksanaan APBD.

®

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,   memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 25 Agustus 2023

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd

VALENTINUS S.  SUMITO

Diundangkan di Timika
Pada tanggal,  25 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAII KABUPATEN MIMIKA
ttd

PETRUS YUMTE

LEMBARAN DAERAII KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023 NOMOR 2.
TAMBAHAN    LEMBARAN    DAERAH    KABUPATEN    MIMIKA,    PROVINSI    PAPUA
TENGAH:  11/2023.


